WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 19 TAHUN
2013 TENTANG PERJALANAN DINAS WALIKOTA /WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI

SIPIL DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALIKOTA PEKALONGAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Romawi III
Nomor 2 huruf b point 3 Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015, perlu diatur tentang ketentuan
Perjalanan Dinas Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu
ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan
17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar
dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II
Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3381);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;

4. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perjalanan Dinas Walikota /Wakil Walikota, Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Berita
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN  WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG PERJALANAN DINAS WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perjalanan Dinas Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri
Sipil (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 19), diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 6
(1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
a. uang harian;



b. biaya transport;

c. biaya penginapan;

d. uang representasi;

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. uang makan;

b. uang transport lokal; dan

c. uang saku.

(3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan

keberangkatan dan kepulangan;

b. retribusi yang dipungut di terminal bus/jalan tol/stasiun/airport
tax/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

c. biaya taksi dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan
menuju tempat tujuan di kota kedatangan dan dari tempat tujuan di
kota kedatangan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun
keberangkatan di kota tujuan.

(4) Biaya  penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :

a. di hotel; atau

b. di tempat menginap lainnya.

(5) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh

persen) dari tarif hotel sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota
tentang Standarisasi Biaya;

b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan
secara lumpsum.

(6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat
diberikan kepada, Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Pimpinan
dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II .

(7) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan
format sebagaimana tercantum dalam Format B Lampiran Peraturan
Walikota ini.

Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, dan setelah ayat (2) ditambahkan 2 (dua)
ayat baru, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga sehingga Pasal 16 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan
Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.

(2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:

a. Surat Perintah Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang sesuai
Pasal 5 ayat (2);

b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat ditempat
pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat
tujuan perjalanan dinas;

c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti
pembayaran moda transportasi lainnya;



d. bukti pembayaran yang sah untuk biaya taksi berupa struk atau
bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha atau
perusahaan taksi;

e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota
berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan
oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan;

f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
surat tugas mendampingi bagi pendamping dan/atau ajudan
Walikota/Wakil Walikota /Pimpinan DPRD/ Sekretaris Daerah yang
menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan Walikota/Wakil
Walikota / Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah;

h. laporan hasil perjalanan dinas kepada PA/KPA dan Pejabat Pemberi
Perintah.

(3) Dalam hal bukti pengeluaran biaya taksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan
Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil;

(4) Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai
dengan format E sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 24 Desember 2014

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.
ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2014 NOMOR 49



LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
PEKALONGAN NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG PERJALANAN DINAS

WALIKOTA /WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAFTAR FORMAT LAMPIRAN

1. FORMAT E : DAFTAR PENGELUARAN RIIL

SEKRETARIS DAERAH WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.
ttd.-

DWI ARIE PUTRANTO MOHAMAD BASYIR AHMAD



FORMAT : E

KOP SKPD

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama

NIP

Jabatan

....................................................................................
.....................................................................................

....................................................................................

berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor.......... tanggal ............ ,

dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa biaya taksi di bawah ini

yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No Uraian Jumlah

Jumlah

Jumlah uang tersebut di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan
Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas
pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Pekalongan, .....ccccecvviiniiiiiiiiiiieiieeeienneans
Menyetujui :

Pengguna Anggaran, Pelaksana SPPD,

........................................................................

------------------------------
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